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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/M-DAG/PER/11/2014
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA
PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2012
TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan,
kewenangan penetapan harga patokan hasil hutan untuk
penghitungan provisi sumber daya hutan diberikan kepada
Menteri Kehutanan;

Menimbang : &

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pencabutan  Peraturan  Menteri
Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 tentang Tata
Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk
Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan
Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 /M-
DAG/PER/4/2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi
Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3759) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif
Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis
Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
09/M-DAG/PER/2/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2012 TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK
PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2012.
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Pasal 1

(1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012
tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk
Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012
tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk
Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan
Provisi Sumber Daya Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
RACHMAT GOBEL
Salinan sesuai dengan aslinya

g *Sekretarlat Jenderal
Kemen%man Perdagangan R.L




